
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLAU 

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOYOLAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLAU,

Menimbang

Mengingat

behwa untuk melaksanakan ketentuan Paaal 3 ay at (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten BoyolaJi Nomor 16 Tohun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah» dan sebagai pedoman guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Peketjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Boyolali ten tang Uraian 
Tugas Jabatan Pad a Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Boyolali;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang ....
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

6. Peraturan Bupari Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Keqa Perangkat Daerah Kabupaten 
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG URAIAN 
TUGAS JABATAN PADA DINAS PEKERJAAN UN^UM DAN 
PENATAAN RUANG KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pa sal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Pemerintah
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5.

6.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelen^;ara 

Pemerintahan Daerah yang mem im pin pelakaanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 

melindungi, melayani, mcmberdayakan, dan menyejahterakan 
masyarakat.

Dinas adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya 

disingkat DPUPR adalah Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Boyolali.

BAB II

URAIAN TUOAS

Bagian Kesatu 

DPUPR

Pasai 2

(1) DPUPR mempunyal tugas mem bantu Bupati melaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pern bantu an yang diberikan kepada Daerah di bidang pekerjaan umum. 
penataan ruang, dan pertanahan.

(2) DPUPR sebagaimana dimaksud pada aval (1} diptmpin oleh Kepala 
DPUPR yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
dan tugas pembamuan yang diberikan kepada Daerah di bidang 

peketjaan umum. penataan ruang, dan pertanahan.

(3) Uraian tugas Kepala DPUPR sebagaimana dimaksud pada ay at (2), 
adalah sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknia urusan pemerintahan di bidang 

pekeijaan umum, penataan ruang, dan pertanahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis bidang pekeijaan umum. penataan ruang, dan pertanahan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

b. menetapkan ....
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b. mcnetapkan perencanaan penyelen^araan pemerintahan dan 
anggaran di bidang pek^rjaan umum. penataan ruang, dan 

pertanahan sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 
bidang peketjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan 
berdasarkan kcwenangan dan mempertimbangkan sumber day a 

agar penyelenggaraannya berjaJan efektif sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditentukan;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menelaah peraturan perundang-undangan di bidang bina marga, 
pengelolaan sumber daya air, cipta karya. penataan ruang, dan bina 

konstruksi;

f. merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, bimbingan, 
dan pemberian izin terhadap urusan yang menyangkut bidang bina 
marga, pengelolaan sumber daya air, cipta karya, penataan ruang, 
dan bina konstruksi;

g. mengadakan pengawasan dan pengendalian teknis bidang bina 

marga, pengelolaan sumber daya air, cipta karya, penataan ruang, 
dan bina konstruksi;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja 
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, 
dan pertanahan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kineija;

i. memberikan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bah an pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

j. merumuskan laporan di bidang pekeijaan umum, penataan ruang, 
dan pertanahan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

k. membina. mengawasi, dan menilai kinerj^ bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

I melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja oi^nisasi.

Bagian ....
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Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Sekretariat

Paragraf 1 

Sekretariat

PasaJ 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pern be nan pelayanan 
administratif dan teknis yang meliputi perencanaan. keuaiigan dan 
pelaporan, urusan tata usaha. periengkapan rumah tangga dan urusan 
Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di ling^ungan Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dipimpin oleh 
Sekretahs yang mempunyai tugas memimpin dan mengcwrdinasikan 
peiakaanaan pernl>enan pelayanan administratif dan teknis yang 
meliputi perencanaan» kcuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, 
periengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada 

semua unsur di lingkungan Dmas.

(3) Uraian tugas Sekretarls sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adaJah 
sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan. hubungai^ maayarakac, keprotokoLan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, adminisirasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 

pelaporan pada DPUPR sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 

beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
b. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan surat-menyurat, 

kerumahlanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan. kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan. adminisirasi dan pengelolaan 
kepegawaian. dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 

pelaporan pada DPUPR sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkar) agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
pembangunan daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat,
kerumahtanggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris. kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada DPUPR berdasarkan kewenangan dan
mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan 

dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan......
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d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai deng^ bidang tugasnya agar prfaksanaan tugas 
berjalan dengan efekhf^ efisien, dan tepat sasaran;

€. menyelia penyelenggaraan pengelolaan aurat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat. keprotokolan. kearsipan, 
dan barang inventaris serta kelembagaan aesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar tenvujud tertib 
administrasi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas DPUPR 

secara optimal;

f- fnenyclia penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan 
kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
potensi agar terwujud tertib administrasi kepegawaian dan kineija 
pegawai yang optima] dalam mendukung pelaksanaan tugas 

DPUPR;

g

h

1.

k.

].

menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan 

meliputi penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja, 
perbendaharaan, vennkasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

tenvujud tertib administrasi keuangan;

menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang 

inventaris pad a DPUPR meliputi penyiapan bahan rencana 
kebutuhan barang, perbendaharaan* vcrifikasi, pembukuan, dan 

pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terw'ujud tertib administrasi barang inventaris;

menyelia penyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan 

kegiatan penyelenggaraan di bidang kesekretariatan, dan penetapan 
target kinerja serta pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan berdasarkan data yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar terw'ujud tertib administrasi 
perencanaan, tersusun dokumen perencanaan. dan akuntabilitas 

kineija yang baik;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kineija;
menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertan^ungjawaban pelaksanaan 

tugas;

mcmbina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

m. melaksanakan ....
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m. melakaanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal4

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mem puny ai tugas melaksanakan 

urusan persuratan, urusan tata usaha» kearsipan, urusan administrasi 
Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rum ah tan^a, dan 

penataan barang milik negara.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian aebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh KepaJa Subbagian Umum dan Kepegawaian yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan persuratan» urusan 

tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, 
urusan perlengkapan. rumah tangga, dan penataan barang mdik 

negara.
(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2|. adalah sebagai berikut:

a. menyuBun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat- 
menyurat. kerumahtanggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, pengelolaan barang inventatis, kelembagaan, 
administrasi, dan pengelolaan kepegawaian pada DPUPR sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b- menyuaun bahan perencanaan di bidang pengelolaan surat- 
menyurai, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan. barang invenfaris. kelembagaan, administrasi dan 
pengelolaan kepegawaian pada DPUPR sesuai p rosed ur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pern bangu nan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana pern bangu nan daerah;

c. menyelia pelaksanaan pengelolaan surai-menyurat,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat. keprotokolan. kearsipan, 
barang inventaris. kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian pada DPUPR berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan s umber day a agar pelaksanaan tugas betjalan 

dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan ....

A
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d. mendsstribu sikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan scsuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugaa 
beijalan dengan efektif. efiaien, dan tepat sasaran;

e. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat 
seauai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

agar terwujud tertib admimstraai pengelolaan surat>menyura(;

f. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan 

kerumahtanggaan sesuai prosedur dan peraturan perundang- 

undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
kerumahtanggaan dan menunjang pelaksanan tugas DPUPR secara 
optimal;

g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan hubungan 

masyarakat, dan keprotokolan sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 

pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta terwujud 
kcterbukaan informasi publik;

h. menyelia peleiksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

ag^ terwujud tertib administrasi kearsipan dan menunjang 

pelaksanaan tugaa DPUPR secara optimal;

i. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
agar terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan 

kinerja pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

j. menyelia pelaksanaan pengelolaan keteriiban dan keamanan 
lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan agar terwujud ketertiban. keamanan. dan kenyamanan 
lingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

teru'ujud pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam 
mendukung pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan koordinasi pengelolaan alat be rat;

m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kineija;

n. memberikan saran. pendnpat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar a rah kebijakan pcnyelenggaraan tugas sekretariat 

beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. menyusun ....
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o. menyusun faporan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan 
data dan analiaa sebagai informaai dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

p. membina, menga^Aasi, dan meniJai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pcgawai sesuai ketentuan <ian hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

PasaJ 5

(1) Subbagtan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi,
vehflkasi. dan pembukuan.

(2) Subbagjan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ay at (I) dipimpin
oleh Kepala Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan.
penatausahaan« akuntansi. verifikasi, dan pembukuan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). adalah sebagai berikut;
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan

ad mini St ra si keuangan pada DPUPR sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 

tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan;
b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan administrasi 

keuangan pada DPUPR sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pern ban gu nan daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertan^ungjawabkan agar 

tersusun dokumen administrasi keuangan yang sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

c. menyelia pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunen laporan keuangan pada DPUPR berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 

pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan ....
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d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuat dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijaian dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran;

e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyudunan 
dokumen perencanaan keuangan dan laporan lainnya sesuai 
hngkup tugasnya,

f. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 
keuangan dan akuntansi;

g. melaksanakan monitoring dan evaluaai pelaksanaan anggaran 

belanja langsung di lingkup tugasnya;

h. menyiapkan. mengoordinasikan. dan menyusun rencana anggaran 

belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak langsung;

i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi 
pembukuan» verifikasi, rekapitulasi. dan dokumemasi pelaksanaan 
belanja langsung dan tidak langsung;

j. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;

k. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang keuangan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kincoa;
m. memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretaxiat 

berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang^undangan;
n. menyusun laporan di bidang keuangan berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;
o. membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinetja organ isasi.

Paragraf 4
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pa sal 6 ....
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Pasal 6
(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mem puny ai tugaa 

melakaanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program > 
kegiatan, dan pelaporan.

(2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 
yang mempunyai tugas memimpin pelakaanaan penyiapan koordinasi 
dan penyusunan rencana. program, kegiatan. dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2|, adalah sebagai berikut:
a. menyuaun bah an kebijakan teknia di b id an g penyusunan rencana. 

program, dan kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan dan kineija pada DPUPR sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar peiaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan;
b. menyusun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana, 

program, dan kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan dan kineija pada DPUPR sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
c. menyelia peiaksanaan penyusunan rencana, program, dan kegiatan 

serta penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan 

kinerja pada DPUPR berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar peiaksanaan tugas berjalan 

dengan efektif dan eflsien;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar peiaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran:
menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di Ungkup 

tugasnya;
menyiapkan bahan dan peiaksanaan pengoordinasian penyusunan 

dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis, Indikator Kineija 
Utama, Rencana Kinetja Tahunan, Rencana Kerja, Perjanjian 
Kineija, Pengukuran Kineija. dan dokumen perencanaan lainnya 

sesuai lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan dan peiaksanaan pengoordinasian penyusunan 

bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahan 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan 
Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya 
sesuai lingkup tugasnya;

d.

e.

f.

h. melaksanakan ....
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h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelakaanaan klneija di 
bidang perencanaan dan pelaporan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator siatem pengendalian internal yang telah ditetapkan daiam 
rangka perbaikan kineija;

i. memberikan saran, pendapai. dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan k^ian daj^/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat 
beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. menyuaun laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang undangan agar pelaksanaan tugas 
pGgawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

l. melaksanakan tugas kedmasan lain yang dibenkan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan daiam rangka 
mendukung kinetja organisasi.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Bidang Bina Mai^a

Paragraf 1 

Bidang Bina Marga

Pasal 7

{1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang 

pembangunan jalan, jembatan. dan pemeliharaan Jalan dan jembatan.

(2) Bidang Bina Mai^ sebagai mana dimaksud pad a ay at (1| dipimpin oleh 
Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan pelaksanaan urusan di bidang pembangunan jalan. 
jembatan» dan pemeliharaan jalan dan Jembatan.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada 
ay at (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang bina marga sesuai ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyuaun ....
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b. menyusun perencanaan di bidang bina marga sesuai proaedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

p«mbangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersuaun dokumen perencanaan yang 

aesuai dengan rencana stratus:

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang bina marga 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 

agar pelaksanaan tugas berj^n dan berhasil optimaJ;

d. mendistribusikan tugas, membehkan petunjukf dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. merumuskan bahan penetapan kelas Jalan pada jaringan jalan 

kabupaten;

f. melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan 

pelaksanaan pekeijaan pembangunan jalan. jembatan. dan 

pemeliharaan jalan dan jembatan;
g. melakukan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana 

alam;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang bina marga aesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 

pengendalian inremaJ yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

i. memberikan saran. pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang bina 

marga berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. menyusun laporan di bidang bina marga berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan penanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;
k. mcmbina, mengawasi. dan menilai kinetja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan Jalan

Pasal 8 ....
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PaaaJ S
{1} Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan 

pembangunan, pemeliharaan aerta peningkatan jalan dan 
pemuCakhiran data jalan.

(2) Seksi Pembangunan Jalan aebagaimana dimaksud pada ay at (1|
dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Jalan yang mempunyai tugas 
memimpin pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan serta
peningkatan jalan dan pemutakhiran data jalan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud 

pada ay at (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang pembangunan jalan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b- menyusun bahan perencanaan di bidang pembangunan jalan sesuai 

prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
berdasarkan rcncana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar cersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pembangunan jalan 

berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 
agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optima);

d. mendtstribusikan tugas, membehkan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melakukan pengelolaan dan pemutakhiran data bidang jalan serta 

membuat leger jalan;

f. melakukan pern binaan, pengawasan, pembangunan jalan, dan 

bangunan utilitasnya;

g. melakukan pengendalian dan pengarahan di dal am pelaksanaan 
pembangunan jalan;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pembangunan jalan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja;
i. memberikan saran, pen dapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

pembangunan jalan berjalan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;

j. menyusun ..



- 15 •

j. menyusun laporan di bidang pern ban gu nan jaJan berdasarkan data 

dan analisa aebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

k. tnembina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
kctentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugaa 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya aesuai target kineija; dan

I melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan pcraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Pembangunan Jembatan

Pasal9
(1) Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan 

pembangunan. pengawaaan. pengendali pelaksanaan kegiatan 
pembangunan. dan peningkatan jembatan serta pemutakhiran data 

jembatan.

(2)

(3)

a.

Seksi Pembangunan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) 
dipimpin oleh Kepaia Seksi Pembangunan Jembatan yang mempunyai 
tugaa memimpin pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pengendali 
pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan peningkatan jembatan serta 

pemutakhiran data jembatan,

Uraian tugas Kepaia Seksi Pembangunan Jembatan sebagaimana 

dimaksud pada ay at (2) adalah sebagai berikut;

menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan 
jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas da pat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang tel ah ditetapkan;

menyusun bahan perencanaan di bidang pembangunan jembatan 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersuaun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana stralegis;

menyelia pelaksanaan tugas dt bidang pembangunan jembatan 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a 

agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasO optimal;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, eHsien. dan tepat sasaran;

b.

C-

d.

e. melakukan ....
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€. melakukan pengelolaarj dan pemulakhiran data jembacan;

f. melakukan pern binaan, pengawasan. pembangunan, dan 
peningkatan jembatan t>eserta bangunan utilitasnya;

g. melakukan pengendalian dan pengarahan di daiam pelaksanaan 

pembangunan dan peningkatan jembatan;

h. melakaanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pembangunan jembatan sesuai dcngan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan daiam 

rangka perbaikan kineija:

i. memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
aecara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugaa di bidang 
pembangunan jembatan beijalan sesuai ketentuan peraturan 

peru ndan g- u nd angan;

j. menyusun laporan di bidang pembangunan jembatan berdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;

k. membina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang- u ndangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan daiam rangka 

mendukung kineija organisaai.

Paragraf 4

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pa sal 10

(1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas 
melaksanakan pern binaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.

(2| Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada 
ay at (1| di pirn pin oleh Kcpala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
yang mempunyai tugas mem im pin pelaksanaan pern binaan, 
pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan 

jalan dan jembatan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

sebagaimana dimaksud pada aval (2} adalah sebagai berikut:

a. menyusun ....
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a.

C-

d.

e.

f.

g*
h.

i,

k.

1.

menyusun kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jatan dan 
jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat betjalan aesuai 
dengan sasaran dan (ujuan yang tel ah ditetapkan;

menyusun pcrencanaan di bidang pemeliharaan jalan dan jembaian 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipenanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

mengoordinaaikan pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan jalan 
dan jembatan berdasarkan keuenangan dan mempertimbangkan 

dumber day a agar pelaksanaan tugas beijaJan dan berhast! optimal;

mendisiribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kcpada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijaJan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

melakukan pengelolaan dan pemutakhiran data bidang 
pemeliharaan jaJan dan jembatan;

melakukan pern binaan, pengawasan. dan pengendalian 

pemeliharaan Jalan dan jembatan;

melakukan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;

melakukan pcnanggulangan jalan dan jembatan akibat bcncana 

alam;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan 

perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
memberikan saran, pen dapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penydenggaraan tugas dr bidang 
pemeliharaan jalan dan jembatan beijalan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan di btdang pemeliharaan jalan dan jembatan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
p>ertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan lugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja, dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja organisasi.

Bagian ....
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Bagian Kecmpal

Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Paxagraf I

Bidang Pengeiolaan Sumber Daya Air

PasaJ 11

(1) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai lugas melaksanakan 
kegiatan pembangunari. pemeliharaan, dan bina pemanfaatan sarana 
dan praaarana sumber daya air.

(2| Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air aebagaimana dimaksud pada ay at 

(1} dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang 

mempunyai tugas memimpin dan mengoordinaaikan pelaksanaan 
kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan bina pemanfaatan sarana 
dan prasarana sumber daya air.

(3| Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana 

dimaksud pada ay at (2|, ad ala h sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan tekms di bidang pengelolaan sumber daya air
aesuai ketentuan peraturan pern n dan g-un dan gan dan
pertimbangan teknts agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengen sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan sumber daya air 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategia;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber 

daya air berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
daya agar pelaksanaan tugas betjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;
e. menyusun rencana pole tanam dan tata tanam;

f. menyusun rencana pern bagian air irigaai da lam rangka membantu 
pelaksanaan pola tanam dan tata tanam;

g. melaksanakan pembinaan. penyuluhan. dan bimbingan teknis 
program pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya air;

h. melaksanakan ....
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1.

J-

h. melaksajiakan pengawasan. pengendaliant pelaksanaan 

pembangunan, rehabilitasi, perbatkan bencana alam. penmgkatan 
mutu, dan pemeliharaan jaiingan irigast tnaupun program 
pengelolaan sumber daya air;
melaksanakan program perencanaan pengelolaan sumber daya air;
memfaaiUtasi pengelolaan perizinan dan pengamanan pemanfaatan 
air permukaan, dan sumber air;

k. melaksanakan pengelolaan tanah-tanah pengairan;
L membuat rekomendasi perizinan pernbuatari/mcrubah bangunan 

padajaringan ihgasi;
m. melaksanakan operasi pada bangunan-bangunan sumber daya air;
n. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana aiam/ 

banjir di bidang sumber daya air;
o. mengelola peralatan dan fasiiitas sumber daya air;
p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 

bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perencanaan 
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 

dalam rangka perbaikan kinerja.
q. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulia berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pengelolaan sumber daya air beijalan sesuai ketentuan peraturan 

peru n d ang- u n dangan;
menyusun laporan di bidang pengelolaan sumber daya air 

berdasarkan data dan ana lisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
membina. mengawasi, dan menilai kinetja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan pe run dan g-un dangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

r.

t-

Paragraf 2
Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 12
(1) Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air mem puny ai 

tugas melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis. 
melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian. pembangunan, 
dan peningkatan serta rehabilitaai jaringan irigasi.

(2) Pembangunan ...
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(2) Pembangunan Sarana Praaarana Sumber Day a Air sebagaimana 

dimakaud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan 
Sarana Praaarana Sumber Day a Air yang mcmpunyai tugaa memimpin 

pelaksanaan pen>'usunan program, perencanaan teknis, melaksanakan 

pembinaan. pengawasan, pengendalian. pembangunan, dan 
peningkatan serta rehabilitasi jaringan ihgasi.

(3) Uraian tugaa Kepala Seksi Pembangunan Sarana Praaarana Sumber 
Day a Air sebagaimana dimakaud pada ayat (2| adalah sebagai behkut:

a. menyusun bah an kebtjakan reknis di bidang pembang;unan sarana 
prasarana sumber day a air sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
betjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pembangunan sarana 

prasarana sumber day a air sesuai prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pembangunan sarana 
prasarana sumber day a air berdasarkan kewenangan dan 

mem pert imbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 

dan berhaail optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan pctunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
betjalan dengan efektif. eflsien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan survei, pendataan. dan pengukuran-pengukuran 

sarana dan prasarana sumber daya air;

f. menyusun perencanaan teknis sumber daya air;

g. melaksanakan examinasi pekeijaan instansi terkait yang ada 
hubungannya dengan sumber daya air;

h. melaksanakan pembinaan. pengawasan, pengendalian 

pembangunan. dan peningkatan sarana prasarana sumber daya air;

i. melaksanakan dan evaluasi hasil perencanaan teknis;

j. melaksanakan pengawasan pekeijaan dan memberikan petunjuk 
teknis atas pelaksanaan pekeijaan;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pembangunan sarana prasarana sumber daya air sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal 
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

1. memberikan ...
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l. memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langaung maupun tertulis berdasarkari kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pembangunan sarana prasarana suml>er daya air beijaJan sesuai 
keteniuan peraiuran pcrundang-undangan;

m. menyusun laporan di bidang pembangunan sarana prasarana 
sumber daya air berdasarkan data dan analisa sebagai informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. mem bins, mengawasi. dan menilai kinezja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan da lam rangka 
mendukung kinetja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Dava Air

Pasal 13

(]) Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air mempunyal 
tugas melaksanakan pembinaan. pengawasan, pengelolaan hidrologi 
dan hidrometri, pengendalian pelaksanaan kegiatan opcrasi, 
pemeliharaan jaringan ihgasi, inventarisasi bangunan sumber daya air, 
pengumpulan data pengairan. peneiitian efisiensi dan efektificas 

penggunaan air permukaan dan sumber air, dan penanggulangan 
bencana serta pelestarian sumber air,

(2| Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dipimpin nleh Kepala Seksi Pemeliharaan 

Sarana Prasarana Sumber Daya Air yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan pembinaan. pengawasan, pengelolaan hidrologi dan 

hidrometri. pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan 
jaringan irigasi. inventarisasi bangunan sumber daya air, pengumpulan 
data pengairan. peneiitian efisiensi dan efektifitas penggunaan air 
permukaan dan sumber air, dan penanggulangan bencana serta 

pelestarian sumber air.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber 
Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan sarana 
prasarana sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan 
dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b, menyusun ....



- 22 -

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pameliharaan sarana 
prasarana s umber day a air sesuai prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar terausun dokumen perencanaan yang 
sesuai dcngan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan sarana 
prasarana sum her day a air berdasarkan kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, erisien, dan tepat aasaran;

e. metaksanakan opera si ban gu nan sumber daya air dan pengendalian 

banjir;

f. melaksanakan pengumpulan data dan kejadian alam akibat banjir 
dan kekeringan;

g. melaksanakan inventarisasi dan identiflkasi kondisi aungai, 
jaringan irigasi, areal irigasi, dan menyusun evaluasi sedap akhir 

tahun;

h. melakukan pelaksanaan pemeliharaan bangunan sarana dan 
prasarana sumber daya air;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air sesuai 
dengan perencanaan dan indikator si stem pengendalian internal 
yang teiah ditetapkan dal am rangka perbaikan kinerja;

j. memberikan sax an, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelen^araan tugas di bidang 
pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air beijalan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. membina. mengawasi, dan menilai kinetja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasllnya sesuai target kinerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 4

Seksi Bina Manfaat Sarana Prasarana Sumber Daya Air

PasaJ 14
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PasaJ 14

(1) Seksi Bina Manfaat Sarana Prasarana Sumber Daya Air mempunyai 
tugaa metaksanakan pembinaan. pengawasan, pengendalian 
pelaksanaan pengembangan, peningk^tan dan pengaturan ingasi, 
melaksanakan pengawaaan perizinan pemanfaatan air permukaan dan 

sumber air serta pelaiihan dan pcnyuluhan bidang sumber daya air.

(2) Seksi Bins Manfaat Sarana Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ay at (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Bin a Manfaat 
Sarana Prasarana Sumber Daya Air yang mem puny ai tugas memimpin 
pelaksanaan pembinaan. pengawaaan, pengendalian pelaksanaan 

pengembangan. peningkatan dan pengaturan irigasi. melaksanakan 

pengawasan perizinan pemanfaatan air permukaan dan sumber air 
aerta pelatihan dan penyuluhan bidang sumber daya air

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Bina Manfaat Sarana Prasarana Sumber 
Daya Air sebagaimana dimaksud peda ayat (2). adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang bina manfaat sarana 
prasarana sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan:

b. menyusun bahan perencanaan di bidang bina manfaat sarana 
prasarana sumber daya air sesuai prosedur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertan^ungjaw'abkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelta pelaksanaan tugas di bidang bina manfaat sarana 
prasarana sumber daya air berdasarkan kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. membehkan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efckiif^ efisien. dan tepac sasaran;

e. menyusun program pembinaan dan penyuluhan di bidang sumber 
daya air;

f. melaksanakan penyuluhan rencana pola tanam dan tata tanam 
serta menyusun Rencana Pola Tanam Global, Rencana Tata Tanam 
Detail, dan Rencana Pembagian Air;

g. melaksanakan inventarisasi potensi air permukaan, tanah-tanah 
pengairan atau sumber air;

h. melaksanakan ....

X
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h. melaksanakan pengawasan serta membuat rekomendasi perizinan 
pecaanfaatan air permukaan, tanah-tanah pengairan, surat mutasi 
tanah (alih fungsi tanah);

i. membantu pengawasan kegiatan inatansi lain yang berkaitan 
dengan sumber daya air;

j. xnengevaluasi pelaksanaan pengaturan air untuk irigasi;

k. melaksanakan pengendalian dan evatuasi pelaksanaan kinerja di 
bidang bin a manfaat sarana prasarana sumber daya air sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal 

yang telah ditetapkan dalem rangka perbaikan kinetja;

l. memberikan saran, pendapat, dan penimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang bina 
manfaat sarana prasarana sumber daya air berjalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m menyusun laporan di bidang bina manfaat sarana prasarana 
sumber daya air berdasarkan data dan analisa sebagai informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. membina, mcngauasi, dan menilai kinetja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai tat^et kinetja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinetja organise si.

Bagian Kelima

Tugas dan Fungai Bidang Cipta Katya

Paragraf 1 

Bidang Cipta Karya

PasaJ 15

(1| Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang 
penataan bangunan. penyehatan lingkungan, dan penyediaan air 

minum perdesaan.
(2) Bidang Cipta Kar>a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Kepala Bidang Cipta Kaiya yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan pelaksanaan urusan di bidang penataan bangunan. 
penyehatan lingkungan, dan penyediaan air minum perdesaan.

(3| Uraian ....
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(3) Uraian tugas KepaJa Bidang Cipta Karya aebagaimana diniaksud pada 

ay at (2|. adalah sebagai benkut:

a. menyusun kebijakan teknts di bidang cipta karya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknia agar 
pelaksanaan tugas da pat betjaian sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang cipta karya scsuai proscdur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdaaarkan rencana 

pern bangu nan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya 
berdaaarkan kewenangan dan mcmpertimbangkan sumber daya 

agar pelaksanaan tugas betjaian dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan orahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;

mengadakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang 

penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan 

penyediaan air minum perdesaan;

mclaksanakan penyusunan perencanaan, pembinaan pembangunan 
sesuai rencana pengawasan dan pemeliharaan gedung-gedung 

negara;
mclaksanakan perencanaan, pembangunan. dan pengendalian 

pelaksanaan pembangunan bangunan gedung;

menyiapkan bahan pemberian persetujuan dan pengesahan rencana 

teknis;
mclaksanakan inventarisasi dan pendataan perrnasalahan bidang 

penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan 
penyediaan air minum perdesaan sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang cipta karya sesuai dengai^ perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kineija:
k- memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang cipta 
karya beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.

d.

e.

f.

g

h.

1. menyusun ....
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I.

m

menyusun laporan di bidang cipta kaiya berdasarkan data dan 
art all sa sebagai fnformasi dan pertanggu ngjawaban pelaksanaan 

tugas;

membina. mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasitnya sesuai target kinerja; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja oi^anisasi.

Paragraf 2

Seksi Penataan Ban gu nan

Pasal 16

(1) Seksi Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan bantuan 

teknis pembangunan gedung negara.
(2) Seksi Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) 

dipimpin oleh Kepala Seksi Penataan Bangunan yang mempunyai tugas 

memimpin pelaksanaan bantuan teknis pembangunan gedung negara.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2j, adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang penataan bangunan sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana sirategis:

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang penataan bangunan 

berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan aumber daya 
agar pelaksanaan tugas betjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan a rah an kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
betjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyusun kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan dan 
pengawasan. pembangunan gedung-gedung negara;

f. melaksanakan ....
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f.

g

h.

i.

meiaksanakan pem binaan, pengendalian. dan pemeliharaan 
gedung'gedung negara;

melaksanakan pembinaan, pengendali tata laksana dan 
pengaturannya serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat 
dt bid an g pelaksanaan p^mbangunan bangunan gedung;

melaksanakan pengkajian dokumen rencana teknis dari aspek 
arsuektura), struktural. dan fungsi bangunan sebagai bahan 

pertimbangan pengesahan;

menyiapkan bahan pertimbangan teknia dan perencanaan 
pelaksanaan fzin Mendirikan Bangunan dari aspek arsitektur, 
struktur, dan fungsi bangunan gedung negara;

j. melaksanakan inventarisasi dan pendataan di bidang bagunan;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang penataan bangunan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telab ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kineija:

l. memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

aecara langsung maupun tertuiis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah ket>ijakan penyclenggaraan tugas di bidang 

penataan bangunan berjalan sesuai ketentuan pcraiuran 
pent n dan g-undangan;

m. menyuaun laporan di bidang penataan bangunan berdasarkan data 
dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;

n. membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan basilnya sesuai target kmeija; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija oi^anisasi.

Paragraf 3

Sekai Penyehatan Lingkungan

Pasal 17

(1) Seksi Penyehatan Un^ungan mempunyai tugas melaksanakan 
pengaturan, pengawasan, pemantauan. evaluasi dan pengendalian 
pembangunan perumahan/permukiman, penertiban tata bangunan, 
yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan lingkungan.

(2) Seksi ....

4



- 28-

(2) Seksi Penyehatan Ungkungan sebagaunana dimaksud pada ayat (I) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Penyehatan Ungkungan yang mempunyai 
tugas memimpin pelakaanaan pengaturan, pengawasan, pemantauan, 
evaluasi dan pengendalian pembangunan perumahan/permuidman, 
penerdban tata bangunan, yang berkaitan dengan faailitas kesehatan 
lingkungan.

(3) Uraian tugaa KepaJa Seksi Penyehatan Lingkungan sebagalmana 

dimaksud pada ayat (2|, adalah sebagai benkut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penyehatan lingkungan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan pcrencanaan di bidang penyehatan hngkungan 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyclia pelaksanaan tugas di bidang penyehatan lingkungan 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a 

agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pen dapat. dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
penyehatan lingkungan berjaJan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arah an kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif. efisicn, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata bangunan yang 
berkaitan dengan fasilitas kesehatan lingkungan permukiman 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan kegiatan perencanaan, pembinaan, pengawasan, 
peningkatan pembangunan, rehabiliiasi, pemcUharaan di bidang 

penyehatan lingkungan;

h. melaksanakan tugas pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di 
bidang penyehatan Ungkungan permukiman;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang penyehatan lingkungan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kineija;

j. memberikan ....
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j. memberikan saran. pendapat. dan p«rtimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulia berdasarkan Ionian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
penyehatan lingkungan berjalan seauai ketentuan peraturan 

per u ndang* un da n gan;

menyusun laporan di bidang penyehatan lingkungan berdasarkan 

data dan anaJisa sebagai informasi dan pertan^;ung]awaban 

pelaksanaan tugas;

membina, raengawaai. dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja organisasi.

k.

1.

Paragraf 4
Seksi Penyediaan Air Minum

Pasal 18

{!) Seksi Penyediaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan 
pengaturan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian 

pembangunan perumahan/permukiman. penertiban tata bangunan, 
yang berkaitan den gan fasditas penyediaan air minum masyarakat 

perdesaan.
(2) Seksi Penyediaan Air Minum sebagai man a dimaksud pada ayat (1| 

dipimpin oleh Kepala Seksi Penyediaan Air Minum yang mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan pengaturan, pengawasan, pemantauan, 
evaluasi dan pengendalian pembangunan perumahan/pennukiman, 
penertiban tata bangunan, yang berkaitan dengan fasi litas penyediaan 

air minum masyarakat perdesaan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Penyediaan Air Minum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut;
a. menyusun bahan kebijakan leknis di bidang penyediaan air minum 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b- menyusun bahan perencanaan di bidang penyediaan air minum 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rcncana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia ....
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c. menyelia pelaksanaan tugaa di bidang penyediaan air minum 

berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sum her daya 
agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata bangunan yang 

berkaitan dengan fasilitas penyediaan air minum masyarakat 
perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. melaksanakan kegiatan perencanaan, pern binaan, pengawasan. 
peningkatan pern bangunan. rehabilitasi. pemeliharaan di bidang 

penyediaan air minum masyarakat perdesaan;

g. melaksanakan tugas pernbinaan, pengendalian, dan pengawasan di 
bidang penyediaan air minum masyarakat perdesaan;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang penyediaan air minum sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang lelah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinctja;

t. memberikan saran, pcndapat, dan penimbangan kepada atasan 
aecara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
penyediaan air minum berjalan sesuai ketentuan peraturan 

peru nda ng-u nd a ngan;

j. menyusun laporan di bidang penyediaan air minum berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggu ngjawaban 

pelaksanaan tugas;

k. membina, mengaw'asi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan o)eh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan daJara rangka 

mendukung kinerja oi^niaasi.

Bagian Keen am

Tugas dan Pungsi Bidang Penataan Ruang

Paragraf I

Bidang Penataan Ruang

Pasal 19 ....

/
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Pa sal 19
(1) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas raelaksanakan urusan di 

bidang perencanaar tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian 

tata ruang. dan pertanahan.
(2) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh Kepala Bidang Penataan Ruang yang mempunyai tugaa mcmimpin 
dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan di bidang perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian tata ruang, dan 

pertanahan.
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud 

pada aval (2), adalah sebagai behkut;
a. menyusun kebijakan teknis di bidang penataan ruang sesuai 

ketentuan peraturan pcrundang^undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
b. menyusun perencanaan di bidang penataan ruang sesuai prosedur 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar lersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang 

berdasarkan kewenangan dan mem pert imbangkan sumber day a 

^ar pelaksanaan cugas berjalan dan berhasil optimal;
d. mendietribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang perencanaan tata 
ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian tata ruang, dan 

pertanahan;
f. mengadakan pengawasan dan pengendalian teknts di bidang 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang. pengendalian tata 

ruang, dan pertanahan;
g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, 

pengembangan dan pemanfaatan ruang dal am rangka menyusun 

rencana teknis tala ruang. dan pertanahan;
h. memberikan rekomendasi perizinan untuk kegiatan perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian tata ruang, dan 

pertanahan;
i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan bidang 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian tata 

ruang, dan pertanahan sebagai bah an evaJuasi pelaksanaan 

kegiatan;

j. melaksanakan ....
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j. melaksanakan pengendaiian dan evaluasi peJaksanaen kinerja di 
bidang penataan ruang sesuai dengan perencanaan dan indikator 

81 stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dal am rangka 

perbaikan kinetja;

k. memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
penataan ruang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan;

l. menyuBUn laporan di bidang penataan ruang berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;
m. membina» mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang'undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

n. raelaksanakan tugas kedinasan lain yang dibehkan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja organisaai.

Paragraf 2

Seksi Perencanaan Tata Ruang

Pa sal 20

{1| Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melakaanakan 
bantuan teknis Perencanaan Penataan Ruang Daerah.

(2) Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ay at (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang yang mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan bantuan teknis Perencanaan Penataan 

Ruang Daerah.
(3) Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ay at (2). adaJah sebagai berikut:

a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang perencanaan tata 
ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapal berjalan sesuai 
dengan sasaran dan lujuan yang telah ditetapkan:

b. menyusun bah an perencanaan di bidang perencanaan tata ruang 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar terausun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana sCrategis;

c. menyelia .. .

i
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c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang perencanaan tata ruang 

berdaaarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 
agar pelaksanaan tugas berjaJan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, membenkan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien. dan tepat sasaran;

e. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan perencanaan dan
pengembangan kawasan atrategia kabupaten;

f. meiaksanaken persiapan bahan koordinasi dan veriftkasi 
pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan tata ruang 
dalam rangka penyusunan rencana rinci tata ruang;

g. meiaksanakan penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten;

h. meiaksanakan inventarisasi dan pendataan permasaJahan bidang 
perencanaan dan pengembangan tata ruang sebagai bahan 

pembuatan peta pengembangan tata ruang;

i. menyiapkan bahan penyusunan kerangka acuan keija dalam 

rangka bimbingan teknis tata ruang;

j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operaaional di bidang 

perencanaan tata ruang;
k. meiaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija dt 

bidang perencanaan tata ruang sesuai dengan perencanaan dan 
indikator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja;

l. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
eecara langsung maupun tertulis berdasarkan k^ian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

perencanaan tata ruang beijalan sesuai ketentuan peraturan 

perundang- u ndangan;
m. menyusun laporan di bidang perencanaan tata ruang berdaaarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung|awaban 

pelaksanaan tugas;
n. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

o. meiaksanakan rugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-u ndangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Pengendalian dan Pemanfaaian Tata Ruang

Pasal 21
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PasaJ 21

(1| Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas 

melaksanakan pengaturan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 
pengendalian di bidang pengendalian dan pemanfaatan tata ruang.

(2) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang sebagaimana 
dimaksud pada ay at (1| di pirn pin oleh Kepala Seksi Pengendalian dan 

Pemanfaalan Tata Ruang yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan pen gat u ran, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 
pengendalian di bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang 

sebagaimana dimaksud pada ay at (2|t adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan 
pemanfaatan tata ruang sesuai krtentuan peraturan perundang- 

undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengendalian dan 
pemanfaatan tata ruang sesuai prosedur dan keientuan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan 
pemanfaatan tata ruang berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas betjalan 

dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahen kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif. eflsien, dan tepat sasaran;

menyiapkan sosialisaai slandar pelayanan minimal untuk 

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;

memanfaatkan norma, slandar, prosed ur dan kriteria, slandar 
pelayanan minimal dan investasi di kawasan strategis dan lintaa 
kabupaten bekerja sama Pemerintah Daerah, masyarakat. dan 

dunia usaha;
g. melaksanakan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang 

wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

h. menyiapkan bahan pembuatan serta penyampaian rekomendasi izin 
pemanfaalan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah kabupaten;

e.

f.

i. menyiapkan ....
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i. menytapkan bah an pembentukan lembaga yang b^rtugaa
melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;

j. melaksanakan inventarisasi dan meneliti terhadap laporan dari 
masyarakat tentang terjadinya penyalabgunaan peruntukan tata 

ruang;

k. menyiapkan bahan penyuluhan/informaai aturan/aanksi 
pelanggaran tata ruang terhadap segenap lapisan masyarakat:

l. menyiapkan bahan rekomendasi dan bantuan terhadap
perencanaan teknis instansi lain;

ID. melaksanakan pengendalian dan evaluaai pelakaanaan kineija di 
bidang pengendalian dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbatkan kineija;

n. memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada ataaan
aecara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang
pengendalian dan pemanfaatan tata ruang beijalan sesuai
ketentuan perafuran pcrundang-undangan;

o. menyusun laporan cli bidang pengendalian dan pemanfaatan tata 
ruang berdasarkan data dan analisa sebagai informaai dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

p. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija oi^niaasi.

Paragraf 4 

Seksi Pertanahan

Pa sal 22

(1) Seksi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, 
pengawaaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian di bidang 

pertanahan.

(2) Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) dipimpin oleh 

Kepaia Seksi Pertanahan yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan pengaturan. pengawasan, pemantauan. evaluaai dan 
pengendalian di bidang pertanahan,

(3) Uraian ...
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(3) Uraian tuga$ Kepala Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2|. adalah sebagai berikut;

a. menyuBUn bahan kebijakan teknis di bidang pertanahan sesuai 

kctentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan lugas dapat beijalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan:

b. menyuBun bahan percncanaan di bidang pertanahan sesuai 
prosed ur dan keientuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data percncanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

percncanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyetia pelaksanaan tugas dt bidang pertanahan berdasarkan
kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar
pelaksanaan tugas beijaJan dan berhasii optimal;

d. mendisthbusikan tugas. memberikan petunjuk» dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif efisien* dan tepat sasaran;

e. memfasilitasi penyelesaian sen^eta tan ah garapan dalam Daerah;

f. melaksanakan fasilitasi masalah ganti kerugian dan santunan 
tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;

g. melaksanakan fasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi 
tanah. serta ganti kerugian tanah kelebihan makairnum dan tanah 
absentee dalam Daerah;

h. melaksanakan fasilitasi penetapan tanah ulayat yang lokasinya 

dalam Daerah;

i. melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong dalam 

Daerah;
j. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam 

Daerah;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pertanahan sesuai dengan percncanaan dan indikator si stem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kineija;
l. memberikan saran. pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertuHs berdasarkan k^jian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

pertanahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan;

m. menvusun ....
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m. menyuBun laporan di bidang pertanahan berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggungawaban pelakaanaan 

tugas;

membina, mengavvasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugaa 
pegawai aesuai kffiencuan clan haailnya sesuai target kinerja; dan

meiaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dal am rangka 

mendukung kinerja oi^anisasi.

n.

O-

Bagian Ketujuh

Tugas dan Pungsi Bidang Bina Konstruksi 

Paragraf I

Bidang Bina Konstruksi

PasaJ 23

(1| Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas meiaksanakan urusan di 
bidang bina jasa konstruksi dan laboratorium pengendali mutu 

konstruksi.
(2) Bidang Bina Konstruksi sebagaimana dimakaud pada ayat (1) dipimpin 

oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi yang mempunyai tugas memimpin 
dan mengoordinasikan pelakaanaan urusan di bidang bina Jasa 

konstruksi dan laboratorium pengendali mutu konstruksi.

(3| Uraian tugas Kepala Bidang Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). adalah sebagai berikut;
a. menyusun kebijakan teknis di bidang bina konstruksi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 

teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun pcrencanaan di bidang bina konstruksi sesuai prosedur 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan bcrdasarkan 
rcncana pembangunan daerah dan data pcrencanaan yang dapat 
dipcrtan^ungjawabkan agar tersusun dokumen pcrencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis;

C. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang bina konstruksi 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a 
agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan ....
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d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk. dan axahan kepada 
bawahan sesuai dengan btdang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, efidien, dan tepat sasaran;

e. menyelenggarakan kegiatan operasionaJ di bidang bina jasa 
konstruksi dan laboratonum pengendali mutu konatniksi;

f. mengadakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina 
jasa konstruksi dan laboratonum pengendali mutu konstruksi;

g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, 
pen gem ban gan, dan pemanfaatan ruang dalam rangka menytisun 

rencana teknis jasa konstruksi dan laboratonum pengendali mutu 
konstruksi;

h. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di bidang 
bina jasa konstruksi dan laboratonum pengendali mutu konstruksi 

sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang bina konstruksi sesuai dengan perencanaan dan indikator 
si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kinerja:

j. memberikan saran, pend a pat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang bina 
konstruksi beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang* 

undangan;
k. menyusun laporan di bidang bina konstruksi berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;

l. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^t kinerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimptnan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Seksi 8ina Jasa Konstruksi

Pa sal 24

(1) Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan 
pengaturan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di 
bidang jasa konstruksi.

(2) Seksi ....
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(2) S«k« Btna Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin o)eh Kepala Seksi Btna Jasa Konstruksi yang oiempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan pengaturan, pengawasan, pcmantauan, 
«va)uaai, dan pengendalian di bidangjasa konstruksi.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada avat (2|, adalah sebagai berikut:

a. many u sun bah an kebijakan teknis di bidang bina jasa konstruksi 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang bina jasa konstruksi 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang bina jasa konstruksi 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber days 

agar pelaksanaan tugas beijalan dan bcrhasil optimal;

d. mendisiribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif. eHsien, dan tepat sasaran;
e. melaksanakan pembinaan, pembcrdayaan, dan pengawasan jasa 

konstruksi;

f. menjalankan informasi pem binaan jasa konstruksi Sistem Informasi 
Pembinaan Jasa Konstruksi;

g. melakukan pembinaan bidang pengembangan administrasi dan 

pembinaan bidang pengembangan kualitas konstruksi;

h- melakukan pembinaan bidang pengadaan jasa konstruksi;

menyelen^arakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

j. menyelcnggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan 

Daerah;
k. menerbitkan izin usaha jasa konstruksi nasional yaitu nonkecil dan 

kecil;
l. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelen^araan» 

dan tertib pemanfaatan Jasa konstruksi;

m. melaksanakan pengendaJian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang bina jasa konstruksi sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendaiian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinetja;

n. memberikan
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n. memberikan saran, pendapat. dan perdmbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertuHs berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang bin a 
Jaaa konstruksi berjalan sesuai ketentuan peraturan pcrundang- 
undangan;

0. menyusun laporan di bidang bina jasa konstruksi berdasarkan data 
dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;
p. membina. mengawasi. dan menilai kinerja bawahan aesuai 

keteniuan peraturan perundang*undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3
Seksi Pengendalian Mutu Konstruksi 

Pasal 25

(1) Seksi Pengendalian Mutu Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan 
pengaturan, pengawasan, pemantauan, evaluasi. dan pengendalian di 
bidang laboratorium pengendalian mutu konstruksi.

(2) Seksi Pengendalian Mutu Konstruksi sebagaiinana dimaksud pada ay at 

(1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Mutu Konstruksi yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pengaturan, pengawasan, 
pemantauan. evaluasi, dan pengendalian di bidang laboratorium 

pengendalian mutu konstruksi.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian Mutu Konstruksi scbagaimana 

dimaksud pada ayat (2], adalah sebagai berikut:

a. mcnyusun bah an kebijakan teknis di bidang pengendalian mutu 
konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sa saran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b- menyusun bahan perencanaan di bidang pengendalian mutu 
konstruksi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan pcrundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 

perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyclia pelaksanaan tugas di bidang pengendalian mutu 
konstruksi berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal:

d- mendistribusikan ....
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d. mendistiibusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan seauai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
betjalan dengan efektif, eflaien, dan tepat sasaran;

e. mengadakan dan/atau menfasilitasi pengujian material dan mutu 

konatruksi kegiatan/proyek dinaa;

{. menginventarisir peralatan laboratorium;

g. menyusun laporan keadaan/kondiai peralatan laboratorium aecara 

periodik dan berkala;
h. menyusun rencana kegiatan laboratorium;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pengendalian mutu konstruksi sesuai dengan perencanaan 

dan indikator si stem pengendalian internal yang tel ah ditetapkan 

dalam rangka perbaikan kineija;
j. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

tclaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pengendalian mutu konstruksi bcijalan sesuai ketentuan peraturan 

peru ndang- u ndan gan;

k. menyusun laporan di bidang pengendalian mutu konstruksi 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 

Jawaban pelaksanaan tugas;

l. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-und^gan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinetja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija oi^nisaai.

BAB ni

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada aaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 57 Tahun 2016 ten tang Uraian Taigas Jabaian Eselon pada Dinas 
Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 57), dienbut dan dinyatakan tidak 

berlaku.

Pasal 27
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Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya memarintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 1 2018

^UPATI BOYOLAU7
/ SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal A 2018

F^. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLAU 

Aeisten AdrrKbistraai Umumt

urtchN
KukuiTi

SUiJnANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLAU TAHUN 2018 NOMOR 

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SR ININGSIH
Mnbina

NIP. 19671102 199403 2 009



I mum ’Bataan

Sckrrtarliii
Subbijyiaji Umuin clan K^foceawaian
Subhacian Keiianyan
Subbdtfian Pf*rcncanaari clan Pe-lacoran

Bidan? Bin a Maraa
Scksi Pcmbani?unan Jaian
Scksi Pcmbaneiman Jembatan
Srksi Pfmcliharuan Jalan dan Jembatan

Bldantf PencclnlAan Snmhrr Dwva Air
Scks( Pcml>anoiman Sarana Prasarana Sumber Dava Air
Seksi PemcUharaan Barana Prasnrami Sumbcr Dava Air
Sfksi Bma Mnnfaai Sararia Prasarana Sumber Dava Air

Hidam* Cinin Karva
Seksi Penaiaan Banpunan
Scksi PcnvchaiHii Lin^kunpan
Scksi PonvediHHii Air Minum

BidanP Penataan Ruanp
Seksi Percnranaan 1\ua Kuane
Scksi PenurndjUrtii dan Pcmanfoaian Taia Ruantf
Seksi PerTiinahnn

Bidanp Bina Konsiruksi
Seksi Bina Jasa Konsiruksi
Scksi PctiKcndalian Mutu Konsiruksl


